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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayal (9)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daecrah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I[I
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1992 tentang

Pemmbentukan Kabupaten Sarcolangun, Kabupaten Tebeo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang



10.

11.

12.

Pemmbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Nega (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (entang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
o679),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentan o
Pembinaan dan Pengawasan  atas Penyelenggaran
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indenesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Necgara Rcepublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46359);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomeor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn  Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Nomor 51355);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20035 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);



LampliranI Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2016

Namor . #:‘ Tahun 2005
Tanggal % Desembar 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URATAM JUMLAH
1 | 2 3
1 PENDAPATAN 1379 327 £89.015, 60
Bt PEMDAPATAM ASLI DAERAH 51 827.507.343,00
s T Pondapatan Yajak Daorah 17 e45_000,000,00
W Hasii Retribusi Daerah ] B.300. 140 875,00
p Lt M Hasil Pengelolzan Kekayaan Dacsah vany Ciplsabkar ! 3.327.479.571,00
p SR R Lzir-lain Pendzpatan Asli Caarah yang Saky 3 545 477,897, 00
L DAMNA PERIMBANGAN 1.DES. 773,871 .020,00
[ ST | Bagl Hasll Pajek/Bagi Hasil Bukan Pajak 54.527.308.000,00
12 Dara Alakast Umum 729 326.432.000,00
A Lol Cara &lakasi Khusis A01820.131,020,00
1.3 LATN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 171621 310.652,00
L343 Cana Bagl Hasll Pajzk carl Provinsl dan Pemerintah Dasraly Lalnrmya 43,675 130,652,400
1.3+% Cana Panyasuatar dan Olonoemi Xiusus 123,559, 050,000, 00
Lydng Bantuan keuargan darl Proving aau Pemerintal Dacrzh Lalioya : 4,396, 500,000,100
2 BELAMIA 1,377,598, £04.653,47
LN BELAMNIA TIDAK LANGSUNG FA0.773 045 082,29
P A | Belania Fegawal 545 170.336.23, M
P RL Belarije Hibah %613.11%,500,00
[ 2..455 Befanja Bantuan Sosial £ B3 500,00 |
2.1. 6 Balanja Bagl Hasil kepada Provirst / ¥abupator / Kom dan Pemarintah Desa 22949 783 347 50
o0 Belanja Bantuan Kedangan kepada Provins [ Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa LEh, 0579, LI, L0
]

i | Belanja Tidax Terduga i [:-_:lIJ;IJ::]|:l;|:|_|J|_'.'|_J oo
r.7 BELANIA LANGSUNG 636.824.558.571,23
2l g Belarja Pagawai 70.4%4,502.438,00
e Sk Bedanja Barany den Jass ] 227 428.187.054,23
2.2:3 | Belarja Modal 358.902.268.473,00
SURPLUS f (DEFISIT) 138.375.5LE.635,47)

3 PEMBIAYAMAN DAERAH
.1 PENERIMAAN PEMEIAYAAN DAERAH 40,375.515.630,47
P Ml Slsa Lebih Pernlzungan Anggaran 1ahuen Anggaran Sebelumnys #9,373.515,638,47
3.2 PENGELUARAMN PEMBIAYAAN DAERAH 11,000, 000,000, 40
T 2 Penyertaan Modal ([nvestasi) Pemeriniab Dasrah 11,000.000.000,00
PEMBIAYAAN METTO | 3B.375.515.638,47

|
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAN | [,00
m,a{ Desemier 2015
-'-- MERANGIMN
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. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republitk Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272,

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor
02);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

\
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaf

berikul :
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.339.222.689.015,00
2.  Belanja Daerah Rp. 1.377.598.204.653,47 )
Surplus/(Defisit) Rp. 38.375.515.638,47
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 49.375.515.638,47
b. Pengeluaran fip 11.000.000.000,00 ()
Pembiayaan Netto Rp.  38.375,515.638,47 )
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00

(1)

(2)

(3)

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.81.827.507.343,00

b. Dana perimbangan sejumlah Rp.1.085.773.871.020,00

¢. Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sejurnlah
Rp.171.621.310.652,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah s¢jumlah Rp.17.645.000.000,00

b. Retribusi daerah sejumlah Rp.8.309.149.875,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.3.327.479.571,00

d. Lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah  sejumlah
Rp.52.545.877.897,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan ;

a. Dana bagi hasil segjumlah Rp.54.527.308.000,00

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.729,326.432.000,00

¢. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.301.920.131.000,00



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Lain-lain pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

Hibah sejumlah Rp. 0,00

Dana darurat sejumlah Rp. 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.43.675.130.652,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.123.599.680.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah dacrah lainnya
sejumlah Rp.4,346.500.000,00

ao e

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksm&l dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.720.773.246.082,24
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 656.824.958.571,23

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

Belanja pegawai sejumlah Rp.545.170.336.234,74

Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00

Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00

Belanja hibah sejumlah Rp.3.613.114.900,00

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.647.037.500,00
Belanja bagi hasil sejumlah Rp.2.299.783.347,50

Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.166.042.974.100,00
Belanja tidal terduga sejumlah Rp.1.000,000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.70.494.502.438,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.227.428.187.654,23
c. Belanja modal sejumlah Rp.358 902,268.479,00

@O e R

Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.49.375.515.638 47
b. Pengeluaran sejumlah Rp.11.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) sejumlah Rp. 49.375.515.638,47

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan pinjaman dacrah sejumlah Rp. 0,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

el L o MR

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :



pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  sejumlah
Rp.11.000.000.000,00

Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

o e

A 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari ;
1. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran Il  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3, LampiranIll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;,

5. LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

oo N

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah,

10. Lampiran X  Daltar perkiraan penambahan dan pengurangan asel
lzainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurmnnya
yvang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13, Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun
Anggaran 2016.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin.

Diteta plr.an di Bangk{:-

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2| — \3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
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